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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana sistem pendaftaran
Tanah dikaitkan dengan terjadinya tumpang
tindih kepemilikan tanah dan bagaimana
tanggung jawab hukum Kepala Badan
Pertanahan Nasional Sulawesi Utara terhadap
tumpang tindih kepemilikan tanah. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif disimpulkan: 1. Sistem pendaftaran
tanah sudah diatur dalam peraturan
pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk
menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah,
walau sistim sudah baik tapi ternyata masih
banyak terjadi masalah tanah terutama
menyangkut tumpang tindih kepemilikan.
Tumpang tindih kepemilikan terutama terjadi
pada tanah-tanah vyang belum tedaftar
khususnya tanah-tanah adat yang peralihannya
berdasarkan kepercayaan dan tidak ada bukti
autentik. Aspek lain vyaitu tumpang tindih
kepemilikan disebabkan adalah sertifikat tanah
ganda yang dikeluarkan oleh BPN terhadap satu
objek tanah sertifikat ganda yang disebabkan
karena  ketidakcermatan  dalam  proses
pendaftaran tanah atau ada unsur lain yang
dilakukan oleh BPN (Bada Pertanahan
Nasional). 2. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
bertanggung jawab secara mutlak terjadinya
tumpang tindih kepemilikan tanah akibat dari
tidak cermatnya sistim pendaftaran tanah.
Kepala BPN bertanggung jawab terhadap
sertifikat yang dikeluarkan terkait dengan
kewenangan mengeluarkan sertifikat ada pada
Kepala BPN. Sistim tanggung jawab mutlak
tersebut mengharuskan BPN bertanggung
jawab baik ke dalam maupun keluar pengadilan
jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah.
Terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah
sebagai penyebab sengketa tanah mutlak
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merupakan tanggung jawab Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

Kata kunci: Tanggungjawab, Badan Pertanahan
Nasional, tumpang tindih, kepemilikan tanah.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pendaftaran Tanah adalah proses untuk
mendapatkan  kepastian  hak  terhadap
kepemilikan atas tanah, baik hak milik, maupun
hak lainya. Pasal 19 Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian
hukum, kepemilikan tanah oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik  Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan vyang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Untuk pelaksanaan pendaftaran
tanah Pemerintah menerbitkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan
pendaftaran tanah, yang kemudian digantikan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997°.

Pada kenyataannya masih terjadi masalah
dalam pendaftaran tanah di Kota Manado yaitu
masih  munculnya sertifikat ganda serta
tumpang tindih kepemilikan atas satu objek
tanah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pendaftaran Tanah
dikaitkan dengan terjadinya  tumpang
tindih kepemilikan tanah ?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum Kepala
Badan Pertanahan Nasional Sulawesi
Utara terhadap tumpang tindih
kepemilikan tanah ?

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
kajian tesis tentang akibat hukum pendaftaran
tanah terhadap kepemilikan tanah, tentang
aspek hukum pengadaan tanah terfokus pada
penelitian hukum normatif terkait dengan
pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan
BPN sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun
1997.

® Lihat Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Penyelasanya LNRI Tahun 1997
Nomor 59-TLNRI Nomor 3696
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Pendaftaran Tanah Dan Tumpang
Tindih Kepemilikan

Tumpang tindih kepemilikan tanah masih
terjadi khususnya di Sulawesi Utara walaupun
sudah ada peraturan pemerintah No. 24 Tahun
1997. Tumpang tindih terjadi dengan indikator
yaitu sertifikat ganda, kepemilikan tanah ganda
dan sengketa di pengadilan. Dari kasus-kasus
tanah di Sulawesi Utara menunjukan bahwa
aspek yang terbesar vyaitu pada masalah
tumpang tindih kepemilikan tanah dan
sertifikat ganda. Aspek lain yaitu di Sulawesi
Utara masih banyak tanah adat-adat yang
belum didaftarkan, hal itu menyebabkan
penyebab sengketa karena umumnya pemilik
tanah berada diluar daerah dan sudah diduduki
penggarap selama bertahun-tahun. Terjadinya
sengketa  karena  masalah  pembuktian
kepemilikan tanah baik dari sisi warisan
maupun  jual beli yang berdasarkan
kepercayaan yang pada waktu dulu jual beli
tanah umumnya di Sulawesi Utara hanya
berdasarkan lisan sesuai kepercayaan menurut
hukum adat Minahasa. Sumber konflik
pertanahan yang ada sekarang ini antara lain
disebabkan oleh: 1. Pemilikan/penguasaan
tanah yang tidak seimbang dan tidak merata; 2.
Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian
dan non pertanian; 3. Kurangnya keberpihakan
kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat atas tanah (hak
ulayat); 5. Lemahnya posisi masyarakat
pemegang hak atas tanah dalam pembebasan
tanah; 6. Permasalahan pertanahan dalam
penerbitan sertifikat yang antara lain: a. Proses
penerbitan sertifikat tanah yang lama dan
mahal, b. Sertifikat palsu, c. Sertifikat tumpang
tindih (Overlapping), d. Pembatalan sertifikat
Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak
kepada masyarakat golongan ekonomi lemah
juga merupakan salah satu faktor penyebab
timbulnya masalah pertanahan.”

Mengutamakan kepentingan penanaman
modal skala besar. Kebijakan yang dikeluarkan

4 Http:/ 3 Lutfi | Nasoetion Et al, Konflik Pertanahan

(Agaria) Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan
Wiradi), Cet 1 ( Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002), Him.
112.3

lebih banyak memberikan fasilitas kepada
pengusaha demi menarik investor
menanamkan modalnya, namun kebijakan
tersebut tidak disertai upaya perlindungan
terhadap hak-hak rakyat atas tanah dari
golongan  masyarakat ekonomi  lemah.
Kurangnya keberpihakan pemerintah kepada
golongan masyarakat ekonomi lemah juga
dapat dilihat dari lemahnya posisi pembebasan
tanah.

Untuk jelasnya dalam penelitian ini terlihat
ada dua faktor penyebab tumpang tindih
kepemilikan tanah di Sulawesi Utara :

1. Tanah-tanah Adat Yang Belum Terdaftar

Tumpang tindih kepemilikan terjadi karena
tanah belum didaftarkan atau belum memiliki
sertifikat tanah. Umumnya terjadi pada tanah-
tanah milik adat baik tanah pasing maupun
tanah kalekeran di Sulawesi Utara (Minahasa).
Tidak didaftarkan tanah atau tidak dikonversi
dengan  sertifikat sebagai alat  bukti
menyebabkan banyak tanah-tanah di Sulawesi
Utara terjadi tumpang tindih kepemilikan.
Tanah-tanah adat yang peralihannya dalam
bentuk warisan, ibah, dan jual beli umumnya di
langsungkan secara lisan dan  hanya
berdasarkan kepercayaan. Dulunya di
Kabupaten Minahasa dan daerah-daerah
Sulawesi Utara pada umumnya, kepemilikan
tanah adat bersifat kekeluargaan jadi ketika
terjadi peralihan hak maka didasarkan pada
kepercayaan bukan pada bukti surat atau
angka. Hal ini berpuluh-puluh tahun kemudian
berpotensi  terjadinya  tumpang tindih
kepemilikan apalagi orang tua yang melakukan
perbuatan hukum sudah meninggal.

2. Sertifikat Ganda Sebagai Penyebab Tumpang
Tindih Kepemilikan

Tumpang tindih kepemilikan bisa terjadi
karena sertifikat ganda apalagi ada pihak-pihak
yang beretikat tidak baik mengklaim secara
tidak sah sebidang tanah sebagai miliknya.
Pihak yang beretikat tidak baik mudah saja
memperoleh sertifikat dengan cara yang tidak
sah apalagi ditunjang dengan aspek-aspek non
hukum yang terkait dengan hubungan pihak
tersebut dengan oknum-oknum dari badan
pertanahan nasional. Penyediaan tanah untuk
pembangunan pada umumnya dilakukan
melalui pelepasan hak atas tanah dari
pemegang hak kepada yang memerlukan tanah
(baik pemerintah maupun swasta). Dalam
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prosesnya, terutama dalam penentuan ganti
rugi tanah, pemilik tanah kerap berada di posisi
yang lemah. Penilaian harga tanah biasanya
ditetapkan dibawah nilai kewajaran.

Pemilik tanah sendiri pada umumnya tidak
paham atas perkembangan nilai tanah.
Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
nilai (harga) tanah sering dimanfaatkan pihak-
pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan
pribadi dalam pelaksanaan perolehan tanah
tersebut. Menyadari pentingnya fungsi tanah,
maka pada saat ini dalam pengelolaan masalah
pertanahan secara langsung maupun tidak
langsung harus selalu diarahkan pada
terwujudnya sarana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan pelaksanaan tertib hukum
pertanahan serta menjamin kepastian hukum
atas kepemilikan hak atas tanah.

B. Tanggung Jawab Kepala BPN Dalam
Tumpang Tindih Kepemilikan

Tangung jawab terjadinya tumpang tindih
kepemilikan tanah pada prinsipnya berada
pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Secara
normatif, BPN adalah satu-satunya lembaga
atau institusi di Indonesia yang diberikan
kewenangan untuk mengemban amanat dalam
mengelolah bidang pertanahan®, sesuai dengan
Perpres Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa
BPN melaksanakan tugas dibidang pertanahan
secara nasional regional dan sektoral. Bahkan
melalui Proses yang sama, pemerintah juga
telah memperkuat peran dan posisi BPN
dengan membentuk Deputi V yang secara
khusus mengkaji dan menyelesaikan sengketa
dan konflik pertanahan.®

Badan  Pertanahan  Nasional selalu
mengupayakan solusi penyelesaian sengketa
pertanahan dengan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku dengan

> Dasar pembentukan BPN adalah Keputusan Presiden No.
26 Tahun 1988. Sebagai panduan operasional BPN,
pimpinan lembaga ini kemudian mengeluarkan SK No.
11/KBPN/1988 jo Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun
1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPN Di Provinsi
Dan Kabupaten/Kota.

® Sesuai peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006
tentang organisasi dan tata kerja BPN-RI, pengkajian dan
penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan
bidang Deputi V yang membawahi:Direktorat konflik
pertanahan Direktorat sengketa pertanahanDirektorat
perkara pertanahan (Pasal 346 Peraturan Kepala BPN-RI
No. 3 Tahun 2006).
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memperhatikan rasa keadilan dan
menghormati hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian
sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh
adalah musyawarah. Begitu juga dalam
sengketa sertifikat ganda, BPN juga berwenang
melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi
terhadap pihak-pihak yang bersengketa
dan menggagas suatu kesepakatan di antara
para pihak. Kantor wilayah BPN yaitu di Provinsi
dan Kabupaten/Kotamadya, hanya bisa sampai
pada putusan penyelesaianmasalah,sedangkan
tindak lanjut administrasi pertanahan tetap
dilakukan BPN. Untuk meminimalkan sengketa
pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda, maka
dalam hal ini peran yang dilakukan BPN sebagai
pelayan masyarakat antara lain adalah:

1. Menelaah dan mengelolah data untuk
menyelesaikan perkara  di bidang
pertanahan.

2. Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan
bahan memori jawaban, menyiapkan
memori banding, memori/kontra memori
kasasi, Memori/kontra memori
peninjauan kasasi atas perkara yang
diajukan melalui peradilan  terhadap
perorangan dan badan hukum vyang
merugikan negara.

3. Mengumpulkan data masalah

dan sengketa pertanahan.

4. Menelaah dan  menyiapkan konsep
keputusan mengenai Penyelesaian
sengketa atas tanah.

BPN juga memiliki mekanisme tertentu
dalam menangani dan menyelesaikan perkara
atau sengketa pertanahan dalam hal ini
termasuk juga sengketa sertifikat ganda yaitu:
1. Sengketa tanah biasanya diketahui
oleh BPN dari pengaduan.

2. Pengaduan ditindaklanjuti dengan
mengidentifikasikan masalah. Dipastikan
apakah  unsur masalah  merupakan
kewenangan BPN atau tidak.

3. Jika memang kewenangannya, maka BPN
meneliti masalah untuk membuktikan
kebenaran pengaduan serta menentukan
apakah pengaduan beralasan untuk
diproses lebih lanjut.

4. Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti
dengan pemeriksaan data fisik administrasi
serta yuridis, maka kepala kantor dapat
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mengambil langkah berupa pencegahan

mutasi (status quo).

5. Jika permasalahan bersifat strategis, maka
diperlukan pembentukan beberapa unit
kerja. lJika bersifat politis, sosial, dan
ekonomis maka tim melibatkan institusi
berupa DPR atau DPRD, departemen
dalam negeri, pemerintah daerah terkait.

6. Tim akan menyusun laporan hasil
penelitian untuk menjadi bahan
rekomendasi penyelesaian masalah.

Dalam prakteknya, penyelesaian
terhadap sengketa pertanahan bukan hanya
dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional
tetapi juga bisa diselesaikan oleh lembaga
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara. Jika diperadilan umum lebih
menitikberatkan kepada hal-hal mengenai
perdata dan pidana dalam  sengketa
pertanahan, lain halnya dengan peradilan tata
usaha negara yang menyelesaikan sengketa
pertanahan berkaitan dengan surat keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional atau pejabat daerah lainnya yang
berkaitan dengan tanah.

Permasalahan tangggung-jawab sertifikat
ganda terkait dengan tanggung jawab BPN
dalam penyelesaian tumpang tindih hak atas
tanah dan sengketa pertanahan. BPN
bertanggung-jawab secara langsung terhadap
seluruh masalah pertanahan terkait dengan
pemberian hak serta pemberian sertifikat
tanah. Pada saat ini, kebanyakan sengketa
pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda
diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Penyelesaian secara langsung oleh pihak

dengan musyawarah

Dasar musyawarah untuk mufakat tersirat

dalam pancasila sebagai dasar kehidupan

bermasyarakat Indonesia dan dalam UUD

1945. Musyawarah dilakukan diluar

pengadilan dengan atau tanpa mediator.

Mediator biasanya dari pihak-pihak yang

memiliki  pengaruh  misalnya Kepala

Desa/Lurah, ketua adat serta pastinya

Badan Pertanahan Nasional.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan

lewat musyawarah, satu syaratnya adalah

bahwa sengketa tersebut bukan berupa
enentuan tentang kepemilikan atas tanah
yang dapat memberikan hak atau
menghilangkan hak seseorang terhadap

tanah sengketa, dan diantara pihak
bersengketa memiliki kekebaratan yang
cukup erat serta masih menganut hukum
adat setempat.

2. Melalui arbitrase dan

penyelesaian sengketa
Arbitrase adalah penyelesaian perkara leh
seorang atau beberapa arbiter
(hakim) yang diangkat
berdasarkan kesepakatan/persetujuan
para pihak dan disepakati bahwa putusan
yang diambil bersifat mengikat dan final.
Persyaratan utama yang harus dilakukan
untuk dapat mempergunakan arbitrase
sebagai penyelesaian sengketa adalah
adanya kesepakatan yang dibuat dalam
bentuk tertulis dan disetujui oleh para
pihak. Jika telah tertulis suatu klausula
arbitrase  dalam  kontrak  atausuatu
perjanjian arbitrase, dan pihak lain
menghendaki menyelesaikan  masalah
hukumnya ke pengadilan, maka proses
pengadilan  harus ditunda  sampai
proses arbitrase  tersebut diselesaikan
dalam lembaga  arbitrase.  Dengan
demikian pengadilan harus dan wajib
mengakui serta menghormati wewenang
dan fungsi arbiter.

3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
Sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Indonesia, pada umumnya
penyelesaian sengketa pertanahan vyang
terkait sengketa kepemilikan diserahkan ke
peradilan umum, terhadap sengketa
keputusan Badan Pertanahan Nasional
melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan
sengketa menyangkut tanah  wakaf
diajukan ke Peradilan Agama. Berdasarkan
penjelasan  tentang  spesifikasi  dari
lembaga penyelesaian sengketa baik
lembaga litigasi dan lembaga non litigasi,
sampai saat ini jelas bahwa semua cara itu
tidak dapat menyelesaikan masalah
sengketa pertanahan secara tuntas dalam
waktu yang singkat, malah cenderung
berlarut-larut. Faktanya, proses mediasi
yang dilakukan BPN tidak mampu
menyelesaikan sengketa pertanahan yang
ada saat ini untuk itulah mengapa BPN
sangat sulit untuk mewujudkan seluruh
visi, misi dan program-program strategis
yang diembannya. BPN mengalami kendala

alternative

34



dalam mengatasi sengketa pertanahan
khususnya permasalahan sertifikat ganda
dikarenakan tumpang tindihnya peraturan
atau regulasi  yang  ada.Kebijakan
pemerintah dalam pendaftaran tanah yaitu
untuk menciptakan jaminan kepastian
hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, yang berupa
diterbitkan alat bukti yang kuat berupa
Smg membawa ketidakpastian hukum
pemegang hak-hak atas tanah sehingga
dapat dibatalkan karena mengalami cacat
hukum administrasi dalam hal
penerbitannya dengan demikian apakah
dengan pendaftaran tanah akan
mendapatkan jaminan kepastian hukum,
materiil maupun spiritual berdasarkan

Pancasila berdasar Pembukaan UUD tahun

1945.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesarbesar kemakmuran
rakyat, maka dalam penguasaan tanah oleh
negara Indonesia  untuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD
1945). Hak menguasai dari negara untuk
rakyat  tersebut  merupakan  organisasi
kekuasaan rakyat yang tertinggi. Kekuasaan
menurut  Machiavelli  adalah  bertujuan
menyelamatkan  kehidupan negara dan
mempertahankan kemerdekaan® (J.H. Rapar,
2001 : 430). “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum” menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).
Negara sebagai konsep kekuasaan memiliki
sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban
tujuan dari seluruh warga negaranya (Supriadi,
2010 : 58). Konsep Negara Hukum ‘rechtsstaat’
yang dipelopori oleh Julius Stahl, itu mencakup
empat elemen penting, yaitu : Perlindungan
hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan,
Pemerintahan berdasarkan undangundang,
Peradilan tata usaha Negara (limly ketertiban
dan kesejahteraan melalui hukum yang adil,
yakni pengaturan kepentingan-kepentingan
yang saling bertentangan dengan seimbang
sehingga setiap orang memperoleh sebanyak
mungkin apa yang menjadi bagiannya. Tujuan

7 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang

menegaskan tentang Hak Menguasai Dari Negara Yang
Ditujukan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

8 (J.H. Rapar, Filsafat Hukum diterbitkan ileh Penerbit Bina
Cipta Bandung 2001 : 430).
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hukum menurut Gustav Radbruch, terdiri dari
tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar
hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan
Kepastian hukum®

Tujuan  hukum  dalam  pendaftaran
pertanahan untuk mewujudkan kepastian
hukum, diselenggarakannya pendaftaran tanah
yang bersifat rechtkadaster berdasar pada Pasal
19 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) bahwa
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan vyang diatur dengan
Peraturan Pemerintah”. Demikian Negara,
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata” (Pasal 1
angka 9 UU No 51 tahun 2009). Maka
penyelenggaraan pendaftaran tanah
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) yang merupakan badan atau
pejabat Tata Usaha Negara dan sebagai
pelaksana dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan (Pasal 5 dan 6 Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997). Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Pasal
32 ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah
sudah atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara
nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun dan Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun
tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertifikat tanah itu sudah dianggap sah.*
1. Tangung Jawab Hukum Terkait Gugatan Di

Pengadilan

Pihak yang mengajukan gugatan ke
pengadilan mengenai bidang tanah yang sama
yaitu terdapat 2 (dua) seritifikat tanah yang
tumpang tindih  (overlapping) sertipikat
sehingga membawa ketidakpastian hukum
pemegang hak atas tanah mengalami cacat

® (Amiruddin Salle, 2007 : 67).
0 ihat Penjelasan PP 2497 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
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hukum administrasi di dalam penerbitannya.
Demikian supaya terciptanya kepastian hukum,
apakah dengan pendaftaran tanah akan
mendapatkan jaminan kepastian hukum.

2. Tanggung Jawab Administrasi Pembayaran
Sertifikat

Keputusan BPN dalam pemberian sertifikat
atau hak atas tanah merupakan tindakan
administrasi yang berkaitan langsung dengan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
mengadilinya. Asas hukum Tata Usaha Negara
kepada yang bersangkutan harus diberikan
kesempatan untuk mengajukan gugatan di
Pengadilan.  Munculnya  sengketa  vyang
dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
adalah sengketa Tata Usaha Negara dengan
dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
selalu harus ada hubungan sebab akibat, tanpa
dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara,
tidak mungkin sampai terjadi adanya sengketa
Tata Usaha Negara.

Pemilik tanah atau orang yang berkaitan
dengan satu  kepemilikan  tanah  bisa
memohonkan pembatalan dan pencabutan
terhadap sertifikat tanah Pembatalan hak atas
tanah karena cacat hukum administrasi yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atas
dasar: Pembatalan hak atas tanah karena cacat
hukum administrasi yang diterbitkan:

a. Pengajuan permohonan pembatalan
diajukan secara tertulis, dapat diajukan
langsung  kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional Atau Melalui Kepala
Kantor Pertanahan yang memuat:

1) Keterangan mengenai diri pemohon.

a) Perorangan : Nama, umur,
kewarganegaraan, tempat tinggal
dan pekerjaan disertai foto copy
surat bukti identitas, surat bukti
kewarganegaraan.

b) Badan Hukum : nama, tempat,
kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya disertai foto copinya

2) Keterangan mengenai  tanahnya
meliputi data yuridis dan data fisik:

a) memuat nomor dan jenis hak
disertai foto copy surat keputusan
dan atau sertifikat

b) letak, batas, dan luas tanah
disertai foto copy Surat Ukur atau
Gambar Situasi

c) Jenis penggunaan tanah (pertanian
atau perumahan)

3) Alasan permohonan pembatalan
disertai keterangan lain sebagai data
pendukungnya.

b. Atas permohonan dimaksud, pejabat
yang berwenang menerbitkan surat
keputusan  pembatalan hak atau
penolakan  pembatalan  hak dan
disampaikan kepada pemohon.

Untuk permasalahan tersebut di atas
hanyalah sebatas kesalahan hukum
administrasi yang diolah BPN, untuk itu
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya
administratif, juga ada kemungkinan melalui
upaya hukum pengadilan. Atas dasar hukum di
atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan
putusan pengadilan oleh BPN hanyalah sebatas
Putusan Pengadilan TUN vyang berkekuatan
hukum tetap. Tetapi pengecualiannya adalah
pada ayat (2) dengan alasan tersebut di atas.

Pembatalan hak atas tanah melaksanakan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan
permohonan pemohon, hal ini ditegaskan
dalam Pasal 124 ayat (1) PMNA/Kepala BPN
Nomor 9 tahun 1999, selanjutnya dala ayat (2),
Putusan Pengadilan dimaksud bunyi amarnya,
meliputi  dinyatakan  batal atau tidak
mempunyai kekuatan hukum atau intinya sama
dengan itu.

BPN bertanggung jawab atas sertifikat
yang dikeluarkannya. Pasal 54 ayat (1) dan (2)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan
Penanganan Kasus Pertanahan menerangkan
bahwa:

Pasal 54
(1) BPN Rl wajib melaksanakan putusan

pengadilan yang telah ~memperoleh

kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat
alasan yang sah untuk tidak
melaksanakannya.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:

a. terhadap obyek putusan terdapat

putusan lain yang bertentangan;

b. terhadap obyek putusan sedang

diletakkan sita jaminan;
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c. terhadap obyek putusan sedang
menjadi obyek gugatan dalam perkara
lain;

d. alasan lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Sangatlah jelas bahwa BPN Rl selain
diberikan tugas dan tanggung jawab untuk
melakukan kegiatan administratif pertanahan
mulai dari pendataan tanah sampai penerbitan
sertifikat, kepadanya juga diberikan kewajiban
untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN.
Tugas ini kelihatannya sangatlah janggal oleh
karena dalam hal terjadi perkara TUN
khususnya yang berkaitan dengan sertifikat,
BPN merupakan Badan atau Lembaga satu-
satunya vyang harus bertanggung jawab
(tergugat) dalam hal terjadi sengketa. Namun
tugas tersebut haruslah dijalankan oleh karena
mengingat bahwa BPN adalah badan yang
berwenang menerbitkan sertifikat untuk itu
pencabutan atau pembatalannyapun harus
oleh BPN. Selanjutnya Pasal 55 sampai Pasal 59
menjelaskan secara rinci mengenai tanggung
jawab BPN atas pelaksanaan putusan
pembatalan sertifikat yang oleh PTUN adalah
sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Tindakan untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dapat berupa:

a. pelaksanaan dari seluruh amar
putusan;

b. pelaksanaan sebagian amar putusan;
dan/atau

c. hanya melaksanakan perintah yang
secara tegas tertulis pada amar
putusan.

(2) Amar putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang berkaitan dengan penerbitan,
peralihan dan/atau pembatalan hak atas
tanah, antara lain:

a. perintah untuk membatalkan hak atas
tanah;

b. menyatakan batal/tidak sah/tidak
mempunyai kekuatan hukum hak atas
tanah;

c. menyatakan tanda bukti hak tidak
sah/tidak berkekuatan hukum;

d. perintah dilakukannya pencatatan
atau pencoretan dalam buku tanah;
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e. perintah penerbitan hak atas tanah;
dan

f. amar yang bermakna menimbulkan
akibat hukum terbitnya, beralihnya
atau batalnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pendaftaran tanah sudah diatur
dalam peraturan pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 untuk menjamin kepastian
hukum kepemilikan tanah, walau sistim
sudah baik tapi ternyata masih banyak
terjadi masalah tanah terutama
menyangkut tumpang tindih kepemilikan.
Tumpang tindih kepemilikan terutama
terjadi pada tanah-tanah yang belum
tedaftar khususnya tanah-tanah adat yang
peralihannya berdasarkan kepercayaan
dan tidak ada bukti autentik. Aspek lain
yaitu tumpang tindih  kepemilikan
disebabkan adalah sertifikat tanah ganda
yang dikeluarkan oleh BPN terhadap satu
objek tanah sertifikat ganda yang
disebabkan karena ketidakcermatan dalam
proses pendaftaran tanah atau ada unsur
lain yang dilakukan oleh BPN (Bada
Pertanahan Nasional).

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
bertanggung jawab  secara  mutlak
terjadinya tumpang tindih kepemilikan
tanah akibat dari tidak cermatnya sistim
pendaftaran tanah. Kepala BPN
bertanggung jawab terhadap sertifikat
yang dikeluarkan terkait dengan
kewenangan mengeluarkan sertifikat ada
pada Kepala BPN. Sistim tanggung jawab
mutlak tersebut mengharuskan BPN
bertanggung jawab baik ke dalam maupun
keluar pengadilan jika terjadi gugatan
mengenai hak atas tanah. Terjadinya
tumpang tindih kepemilikan tanah sebagai
penyebab  sengketa  tanah  mutlak
merupakan tanggung jawab Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

B. Saran

1. Melihat penyebab tumpang tindih
kepemilikan tanah di Sulawesi Utara yaitu
tanah-tanah adat yang belum terdaftar
dan sertifikat ganda maka sudah waktunya
diatur dalam aturan khusus tentang
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penanganan masalah tumpang tindih
kepemilikan atas tanah baik melalui
peraturan pemerintah (PP) maupun
peraturan daerah (PERDA).

2. Untuk mempertegas tanggung jawab
Badan Pertanahan Nasional terhadap
tumpang tindih kepemilikan tanah maka
setiap pihak yang merasa dirugikan diberi
hak menuntut ganti rugi secara langsung.
Khusus untuk tanggung jawab perorangan
Kepala BPN maka setiap bentuk sertifikat
ganda vyang  dikeluarkan langsung
dibatalkan dan Kepala BPN di berhentikan
dan di proses hukum. Hal ini penting untuk
menimbulkan efek jera dan kepastian
hukum kepemilikan tanah bagi
masyarakat.
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